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Abstrak

Dalam Islam belum dapat ditemukan sistem pemerintahan tertentu yang
diakui oleh semua elemen, seperti halnya Barat. Sebagian ulama’ bahkan ada yang
meragukan kalau Islam mempunyai sistem pemerintahan, seperti Ali Abd ar-Roziq
misalnya. Sehingga sarjana Muslim seolah mengalami keraguan untuk memfokuskan
diri pada kajian pemerintahan Islam secara intensif.

Tokoh Muslim seperti Ali Abd ar-Raziq atau juga Thaha Husein mengakui
bahwa dalam Islam tidak dapat ditemukan sebuah sistem pemerintahan, disinyalir
telah terpengaruh pemikiran Barat. Siapapun boleh berpendapat demikian, tetapi
seorang tokoh zaman klasik yang sudah menggagas dan menulis tentang Akilafah
Islambyyah aliankah dilupakan begitu saja, tentu tidak. la adalali al-Mawardi. Dalam
beberapa karya al-Mawardi bahkan sudah mengupas perihal gawanin al-wizarah
(ketentuan kementerian), maka apakah pemikiran al-Mawardi terlewatkan untuk
menjadi perhatian kemudiannya sehingga harus terjadi perdebatan yang dibesar-
besarkan. Itulah alasan kenapa “studi terhadap pemikiran al-Mawardi tentang
kementerian dalam sistem pemerintahan” menjadi pilihan.

Berangkat dari anggapan hahwsa Islam tidak mempunyai sistem pemerintahan,
yang ada hanyalah sistem pemerintahan Barat, maka yang menjadi pokok masalah
adalah, seperti apa pemikiran al-Mawardi tentang kementerian, dasar-dasar atau
landasan apa yang ia gunakan dalam memperkuat gagasannya tentang kementerian.
Lalu adakah relevansi antara teori kementerian al-Mawardi dengan teori kementerian
yang berkembang saat ini, serta kaitannya dengan kementerian di Indonesia.

Dalam penclitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah pemikiran tokoh
lampau, dengan mencari relevansi pemikiran yang berkembang sekarang, maka
metode penelitian yang menjadi pilihan adalah dengan melakukan penelitian
kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terkait. Sedangkan untuk
memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif terhadap kurun waktu yang
sudah lampau, maka pendekatnn yong diginalkan adalah pendckatan sosio-histotis.

Dengan nictude  tersebul, didapatlah kesimpulan bahwa; ternyata posisi
sebagai pegawai pemerintahan telah menggiring al-Mawardi pada kepentingan
tertentu, sehingga gagasan pemikirannya dirasuki oleh kepentingan-kepentingan
tersebut, sehingga gagasan yang disampaikan sebatas pada praktik pemerintahan yang
sudah ada saja. Bahkan terdapat personian yang krugial yang tcrlcwatkan, yaitu
pembagian kekuasaan antara wazir dan kepala negara, sehingga tumpang tindih
dalam hal tugas antara wazir dengan kepala negara sering terjadi. Namun sistem
pertanggung jawaban menteri terhadap kepala negara, dapat dikatakan scbagai
solusinya. Dan ternyata dalam banyak hal sistem kementerian yang digagas al-
Mawardi selalu rclevan dengan perkembangan pemikiran sistetn  kewenlerian
sckarang ini (Barat), tidak terkecuali dengan sistem kementerian Indonesia.
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“Sesungguhnya Allah meridaimu dalam tiga hal dan membencimu dalam tiga hc
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mereka menganggap Islam itu mempunyai sistem kenegaraan dan tidak perlu
mengacu pada sistem Barat. Menurut mereka Islam adalah agama sempurna,
mengatur semua aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara sekalipun.?

Dari pemaparan di atas, tidak berarti pembahasan skripsi ini tertuju pada
persoalan “ada dan tidak adanya sistem pemerintahan Islam,” hanya ibara
jembatan saja untuk dapat sampai pada pembahasan tentang kementerian.

Dari literatur yang telah penynsun temukan, ternyata sangat jarang buku
hukn ataupun skripsi yang membahas masalah gistom pemerintahan yang dapat
dirujuk sebagai sistem pemerintahan Islam. Pembahasan hanya berkisar seputa:
sejarah pemerintahan Islam priode Muhammad sampai priode sahabat. Intinya
bahwa terjadi klaim terhadap sejarah pemerintahan Islam bahwa itulah sistem
pemerintahan Islam yang harus dirujuk, tanpa adanya upaya pengkajian yang
lebih komprehensif. Padahal bila dilihat dan dibandingkan masa awal Islam,
khilafah lebih mendekati kepala negara sebuah Republik ketimbang seorang raja.
Ini terlihat dari cara pembai‘atan khalifah yang dilakukan setelah para tokoh ahli
bermusyawarah terlebih dahulu, Sedangkan pemerintahan Tinasti Umayah,

Abbasiyah dan seterusnya lebih mirip sebuah kerajaan. Lalu dapatkah salah

2 Muhammad Azhar, Filsafar Politik Ferbundingun Antara Islam dan Barat, cet ke-2
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), him. 14.



satunya kita katakan sebagai sistem pemerintahan Islam dan yang lainnya bukan.
Sungguh sulit menetapkannya.

Tidak saja literatur yang cukup minim rasanya, tetapi para tokoh
cendikiawan Muslim yang mencoba menggagas atau merumuskan sebuah teori
sistem pemerintahan yang rinci yang dapat dirujuk sebagai sistem pemerintahan
Islam juga sukar ditemukan. Mereka lebih fokus dan tertarik pada kajian tentang
negara (daulah) atau Islam sebagai sehuah negara dan kajian politik (siydsah),
sehinga karya yang banyak muncul kemudian adalah buku-buku /fiyk wd-
dauliyyah dan figh as-siyasiyyah. Di sinilah adanya peluang mengisi ruang
pembahasan figih pemerintahan (hukiimah),® namun berkaitan dengan skripsi ini,
pembahasan hanya akan terfokus pada studi pemikiran seorang tokoh politik
Muslim yaitu Imam al-Mawardi yang telah mencoba merinci sebuah teori sistem
pemerintahan yang cukup lengkap dan independen, maksudnya merupakan hnah
pemikirannya sendiri bukan sekedar uraian sejarah pemerintahan Islam yang
diklaim sebagai sistem pemerintahan.’

Salah satu karva al-Mawardl vang telah lama dianggap sebagai

“dokumentasi kunci dalam evolusi pemikiran politik Islam” adalah al-Ahkam as-

3 Muhammad Huacin Yeiknl, Pemer infuhun Isfum, alih buhosa Tim Tustaka birdaus (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1993), him. 18.

* Tentang al-hukiimah, pengertian dan penjelasan tcntang perbedaannya deugan dawlah dan
syasah Uhat dalam Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis & Fundamentalis,
cet ke-1 (Magelang: Indonesiatera, 2001), hlm. 31.

% Pendapat Hamilton Gibb, dikutip oleh Kholid Ibrahim Jindan dalam Teori Pemerintahan
Islam Menurut Ibnu Taimiyah, alib bahasa Masrohim (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), him. 4.






kerajaan atau republik, demokrasi atau diktator. Muh Kusnadi dan Hermaly
Ibrahim memberikan pengertian tentang sistem pemerintahan sebagai berikut:

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah “sistem” dan
“pemerintahan”.

“sistem” adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsionil baik antara bagian-bagian maupun hubungan
fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu
ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak
bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala yang dilakukan oleh negara
dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negarn
sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas
eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya tcrmasuk legislatil
dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah
membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-
lembaga negara yang menjalankan kclkuasaan scrta hubungan untura lembaga-
lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka
wenyelenggarakan kepentingan rakyat.”

Masyarakat Muslim mungkin perlu hawatir apa yang telah dicapai oleh
figih Islam akan diakui sebagai milik bangsa Barat. Perlu diketahui bahwa teori
Barat menyatakan; Islam tidak memiliki sistem pemerintahan, padahal wizarah
(kementerian) yang dikenal sekarang ini telah ada dalam Islam sebelum negara
Barat memunculkan sistem parlamenter. Dan umum mengetahui bahwa
kedudukan perdana menteri baru dikenal oleh bangsa Barat pada abad ke-17.

Karenanya haruslah dicatat oleh para ahli sejarah teori-teori politik, bahwa apa

® Muh Kuenedi dan Hermaly Ibrahim, Penguniur Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta:
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak Hukum Ul & CV Sinar Bakii, 1988), him, 171,



yang telah dicapai oleh figih Islam dalam masalah dustiriyyah dan idariyyah,
adalah sebelum hal ini diketahui oleh orang Barat berabad-abad lamanya."

Fokus bahasan masalah ini adalah tentang wizarah (kementerian). Wazir
mempunyai kekuasaan untuk mengambil kebijakan dalam pemerintahan yang
berhubungan dengan kemaslahatan umat dan bertugas menyampaikan sesuatu
kepada kepala negara dan rakya’c.11

Menurut al-Mawardi wizarah terhagi menjadi dua vaitu wizarah tqfivid dan
wizarah tanfiz. lenis yang pertama adalah: “jabaton wazir yang diangkat olch
kepala negara untuk diserahkan kepadanya urusan pemerintahan dan diberi hak
penuh untuk bertindak.” Wazir ini bukan seorang perantara tetapi merupakan
kepala negara yang kedua.'? Dari pengertiannya, tentu akan muncul anggapan
bahwa akan ada tumpang tindih (overlap), atau pertentangan antara tugas dan
kekuasaan wazir dengan kepala negara, karena keduanya sama dalam tugas dan
kekuasaan. Lalu seberapa banyak fungsi kepala negara bila wazir ini sudah ada,
begitu juga sebaliknya. Bagaimana pula mekanisme pertanggung jawaban
perdana menteri ini kepada kepala negara sedangkan kednannya mempunyai

kesetaraan tugas dan wewenang.

1 Niyaud-din ar-Rais, an-Nazarriyyat as Siyasiyyah al-Istamiyyah (Kairo: Maktabali al-

Anjilu al-Masriyah, 1905), him. 229.

1 Muhammad Iusein Heikal, Pemeriniahan Islam., him. 15.

2 Diya’ud-din ar-Rais, an-Nagarriyydt., him. 223,



Sedangkan wazir jenis yang kedua adalah: “Jabatan wazir yang bertugas
melaksanakan rupa urusan, tanpa mempunyai kekuasaan otonom. Segala
ketentuan dan ketetapan tetap ditangan kepala negara. Wazir (petugas) ini hanya

»B3 Wazir ini

melaksanakan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh kepala negara.
hanyalah perantara antara kepala negara dengan rakyatnya, namun
mengemukakan pemikirannya, yaitu wizarah tanfiz. Wizarah tanfiz
memiliki kuasa atas urusan apapun kecnali hanya yang diperintahkan oleh
negara, dan ini sangat berbeda sekali dengan wizarah tafwid. Mcenu
Mawardi, seluruh yang boleh dilakukan kepala negara boleh pula dilakuka
wazir tafwid, kecuali tiga hal: Pertama memberi mandat kekuasaan kepala :
karena kepala negara dapat memberikan mandat yang ia pegang kepada siaj
yang ia nilai pantas, sedangkan menteri tidak memiliki wewenang itu. I
kepala negara dapat mencukupi kebutuhan umat terhadap institusi pin
pemerintahan, sedangkan wazir tafwid tidak dapat melakukannya. Ketiga, ]
negara dapat membarhentikan pejabat yang diangkat oleh wazir ¢
sedangkan wazir rafwid tidak dapat memberhentikan pejahat yang diangka
kepala negara. i

Sebenarnya letak perbedaan dalam hal istilah yang digunakan dalam

dan Barat kurang jelas, seperti apa wizarah dalam Islam dan sepert

B 1bid., hlm. 221.

4 Al-Mawardi, al-Akkam as-Sultaniyyah wu ul-Wildyah ad-Dinlyyah (Beirut: al-Mak
Islami, 1416 II), him. 25.



perkembangan dalam teori kementerian Barat dewasa ini. Menurut Diya’ud-din
ar-Rais; Bila dibandingkan dengan tata hukum sekarang atau yang terdapat dalam
undang-undang modern, maka wazir tafwid hampir sama dengan yang dikatakan
“perdana menteri”, dan wazir dalam pemerintahan sekarang, hanyalah wazir
tanfiz yang harus melaksanakan putusan-putusan kabinet saja. Figih Islam
menamakannya dengan para wali, karena harus bekerjasama dan tunduk di bawah
putusan kabinet.'®

Islam lehih duln mengenal masalah dustiriyyah dan idariyyvah ketimbang
Barat, berarti teori kementerian juga telah dikenal Islam sebelum Barat
menggagas perihal kementerian. Meskipun telah berusia tua, kementerian ini
selalu eksis sampai saat sekarang karena merupakan ujung tombak pemerintahan.
Mungkin saja disebabkan karena Islam mandeg dalam berijtihad di bidang
pemikiran pemerintahan, sehingga Barat mengadopsinya dan kemudian
mengembangkan pemikiran yang sudah dicapai oleh Islam itu, akibatnya sampai
abat modern ini Baratlah yang kemudian mendominasi dunia dalam hal sistem

pemennlahan,

. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah

yang mendasari penelusuran terhadap pemildiron al Mawurdi ini, yaitu:

" Baca dalam Diya’ud-din ar-Rais, an-Nagarriyyat., him, 225,



1. Apa yang melatarbelakangi dan melandasi pemikiran dan pendapat al-
Mawardi tentang konsep kementerian dalam Islam..

2. Mungkinkah terjadi overlap dalam hal tugas dan kewenangan antara wazir
dengan kapala negara, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban
menteri dengan kekuasaan dan kewenangannya, yang sama dengan kekuasaan
dan kewenangan kepala negara.

3. Apa relevansi teori wizdrah Imam al-MawardT terhadap perkembangan teori

kementerian mndern dalam konteks keIndonesiaan.

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Menggambarkan pemikiran al-Mawardi tentang wizgrah (kementerian).
b. Menjelaskan kalau dalam Islam terdapat sistem pemerintahan yang
sempurna yang digali dari makna al-Qur’an dan as-Sunnah.
c. Menjelaskan dasar-dasar pemikiran al-Mawardi tentang kementerian.
d. Menjelaalkon rolovana teort wirdrah (kementerian) menutut al-Mawa "~
dengan teori kementerian yang berkembang saat ini terutama di Indonesi
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhad
kajian tiqih Aukiimab (pemerintahon).
b. Untuk mcnambah wacana bagi peneliti dan siapa saja yany (erlarik deng

teori-teori ketata ncgaraan, terkhusus tentang tcori kementerian.
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D. Telaah Pustaka

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh siyasah ternama dalam dunia
keilmuan Islam. Tidak diragukan lagi tentunya banyak sarjana-sarjana terdahulu
yang telah berusaha mengungkap perihal diri maupun pemikiran beliau, bahkan
perihal wizarah sekalipun sudah tidak ketinggalan lagi telah dikaji oleh para
tokoh Muslim maupun para sarjana Muslim. Seperti Munawir Sjadzali'® dan
Diya’ud-din ar-Rais,'” mereka adalah dua tokoh yang secara jelas telah mengkaji
pemikiran al-Mawardi dan juga tentang wizarah.

Munawir Sjadzali mengungkap perihal diri al-Mawardi, situasi politik
dunia Islam pada masa al-Mawardi, beberapa buku karya al-Mawardi, dan banyak
hal tentang pemikiran beliau seperti; asal mula timbulnya negara, sistem
pemerintahan, perihal Imamah, cara pemilihan dan pembebasan Imam, teori
kontrak sosial dan macam-macam wazir. Agak berbeda dengan Diya’ud-din ar-
Rais nampaknya, jika Sjadzali secara langsung memaparkan pemikiran al-
Muwardy, Thyn’nd.din or-ltms hanya mcmbahas wiidroh scbagal pemikirun
Fugaha sementara pendapat al-Mawardi hanya dijadikan pengua
memang membahas perihal Wazir, namun hanya seputar pe

perbedaannya saja, dan meskipun Diya’ud-din ar-Rais mene

' Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan per
Prcss, 1993).

Y Diya’ud-din ar-Rais, wn-Nagarriyydt as-Sivasivyah al-Islamiyyah, al
Hasbi ash-Shiddieqy (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
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wizdrah dalam Islam dan wizarah dalam sejarah lama dan baru, namun hanya

teramat singkat.

Mengenai al-Mawardi juga dibahas oleh Haroon Khan Sherwani,'®

Muhammad azhar,” dan al-Buraey.”’ Apa yang mereka sajikan cukup banyak
memberikan kontribusi tentang sistem pemerintahan, karena selain sejarah diri
pribadi al-Mawardi, mereka juga membahas pemikirannya tentang teori kontrak
sosial, sistem pemerintahan, dan suksesi kepala negara. Namun wizarah tidak
menjadi hagian dari pemhahasan mereka, hanya menjadi sisipan saja.

Sebuah artikel dalam Majalah al-Jami’ah®! yang ditulis oleh Prof. DR. H.
Syamsul Anwar, M.A juga cukup rinci membahas al-Mawardi terutama tentang
teori Khilafah. Syamsul Anwar dalam artikelnya itu menyajikan latar belakang
al-Mawardi; kondisi politik dan buku-buku karya al-Mawardi, selanjutnya lebih
menekankan untuk mengupas teorinya tentang khilafah dan lagi-lagi belum

membahas perihal kementerian.

8 Haroon Khan Sherwani, Mempelajari Pendapat Sarjana-sarjana Islam Tentang
Adminjstrasi Nogara, olih bahosa M. Ariof Tashia (Inknrta: Tintamas, T.1).

® Muhammad Azhar, Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat, cet ke-2
(Jakarta: PT Raja Grafindn Persada, 1997)

** Muhammad A. al-Buraey, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, alih
bahaso olch Ahmad Nashir Budiman (Jakarta: ISBN Rajawali, 1986).

21 gyamsul Anwar, “al-Mawardi dan Tcoritya tentang Khilafah,” al-Jami’ah Mujalah Timu
Pengetahuan Agama Islam, No. 35, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1987).
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Pemikiran al-Mawardi juga dibahas oleh Zainal Arifin,” Supriyanto
Nugroho,? dan Abdul Rosyidi®* dalam skripsi mereka, namun hasil dan
kesimpulannya tidak bermuara pada sistem pemerintahan Islam, apalagi
menyinggung perihal pemikiran al-Mawardi tentang Wizdrah. Dan meskipun
memaparkan segi historisitas, namun intinya terletak pada pemikiran al-Mawardi

tentang kenegaraan dan tindak pidana dalam Islam.

E. Kerangka Teoritik
Sepanjang sejarah dan dari artikel-artikelnya, dalam Islam belum pernah
ditemukan rumusan jelas lenlang sistem pemermtahan dari Nabi Saw.” Kendati
demikian, dari sunnah-sunnah-Nya sebagai pemimpin ummat, dapat ditemukan
perbuatan-perbuatan kenegaraan yang beliau lakukan, seperti melatih, memimpin
dan mengatur strategi perang, membuat konstitusi Madinah, mengatur
perekonomian, memutuskan suatu masalah, pengutusan diplomat, mengadakan

perjanjian-perjanjian dan contoh lainnya.*® Sedangkan selama ini telah masyhur

2 Zainal Arifin L. Fahmi, “Fungsi Ahl al-‘Aqd wa al-Hall menurut :
Ridha,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyal

# Supriyanto Nugroho, “Jarimah Hudud menurut al-Mawardi (Studi te
as-Sultaniyah),” ekripei tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UTN Sunan Kalijogr

* Abdul Rosidi, “Studi Terhadap Pemikiran Imam al-Mawardi,” sk
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

% Dapat dibaca dalam buku Muhammad Husein Heikal, Pemerintahan

% Fuad Muhd Fachruddin, Pemikiran Politik Islam, cet ke 1 (Jakarta: (
1988), him. 36.
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pendapat yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada sistem pemerintahan, ini
muncul mungkin dikarenakan timbulnya keputusasaan dari generasi Muslim
untuk mengkaji dan menemukan dari Sunnah dan al-Quran kemudian
merumuskan sebuah sistem secara tertulis. Ditambah lagi generasi muda terdidik
di dunia Islam telah terasingkan dari tradisi kultural dan intelektual mereka
sendiri.

Di bawah pengaruh pendidikan Barat, sebagian cendikiawan Muslim telah
menelan mentah-mentah konsep-konsep politik Barat dan tengah berfikir untuk
menyuntikkan ke dunia Islam tanpa secuil pun mempertimbangkan tradisi
Muslim.”’ Al—MuBarak berkata: usaha yang dilakukan oleh sebagian orang
sekarang, seperti Ali Abdur Raziq dan yang semisalnya, menuduh bahwa
pemerintahan bukan dari (perintah) Islam, adalah keluar dari jamaah kaum
Muslim, bahkan dari Islam. Usaha itu seperti salah satu dari dua kemungkinan:
Tenggelam dalam kebodohan dan kepandiran, atau terpengaruh persekongkolan
yang dilakukan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dan mencerai-
berakan lanpa sadar bangsanya ingin mengembalikan bangsa Islam dan
membawa panji peradaban baru kembali.?®

Dari sekian banyak pemikiran tokoh Muslim sejak era klasik sampai abad

modern, sebenarnya telah berserakan gagasan tentang sistem pemerintahan itu

2 Abul A’la ol-Maududi, /fukum Konstitusi Sistem FPolitik Islum, alih babasa oleh Asep
Hikmat, cet ke-IV (Bandung: Mizan, 1995), him, 30.

% Muhammad al-Mubarak, Sistem Pemerintahan, him. 25-26.
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melalui buku-buku figh as-siyasah ataupun figh ad-daulah, hanya belum
dikhususkan ke dalam kajian figh al-hukimah. Salah satu di antaranya adalah al-
Mawardi, beliau telah mengekspresikan sebuah pemikiran yang amat menarik
untuk ditelusuri.

Dalam pemikirannya, al-Mawardi menggagas tentang teori wizarah
(kementerian), yaitu kementerian fafwid dan kementerian ranfiz. Dengan
munculnya tuntutan bangsa non Arab untuk menggantikan khalifah Arab dengan
khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia, maka gagasan al Mawardi dalom
hal politik jadi terpengaruh, seperti adanya syarat harus berkebangsaan Arab
untuk dapat menjabat sebagai wazir tafwid,”® meskipun syarat itu tidak berlaku
bagi jabatan wizarah tanfiz, bahkan seorang wazir tanfiz boleh dari non Muslim
atau orang yang tidak merdeka sekalipun.*’

Pentingnya jabatan wazir ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang
kepala negara tidak akan dapat menyelesaikan semua tadbir yang diserahkan
rakyat kepadanya tanpa naib. Dengan adanya naib (wazir), kepala negara lebih
terpelihara dari kekeliruan dan kecideraan.”' Seorang wazir mendapatkan
jabatannya melalui pengangkatan yang dilakukan oleh kepa

pengangkatan wazir terwujudkan dengan pengangkatan

% Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara., hlm. 59.
* Diya’ud-din ar-Rais, an-Nazarriyyat., hlm. 221.
31 Al-Mawardi, al-Ahkam., him. 11.

32 Ibid., hlm. 22.
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bahwa seseorang itu telah diangkat sebagai wazir-nya dengan redaksi yang jelas.
Jika kepala negara memerintahkan untuk melakukan tugas tertentu dan
memberikan izin kepada seseorang untuk menjalankan wewenangnya, menurut
al-Mawardi secara hukum tidak secara otomatis orang itu telah diangkat sebagai
wazir (menteri). Jika redaksional yang disampaikan hanya mencakup pemberian
wewenang secara umum, belum dapat dipastikan apakah tugas yang diembankan
itu adalah tugas umum atau tertentu, dan apakah sebagai wazir fanfiz atan wazir
tafwid >

Suatu aqad atau penyerahan jabatan juga tidak bisa dengan kata yang
mengandung banyak kemungkinan pengertian, hingga ada suatu tambahan
redaksional yang menghilangkan kemungkinan-kemungkinan lain tersebut.”*
Biasanya orang dulu enggan berbicara panjang lebar sehingga kalimat yang
diucapkan kadang dipahami lain. Contoh; Jabatan wazir dapat berubah dari
wizarah tanfiz kepada wizarah tafwid diseabkan redaksi perintah/pemberian
wewenang oleh kepala negara, seperti: ”Aku telah menjadikanmu sebagai menteri
dan menjadikanmu sebagai pembantuku dalam menjalankan tugas kenegaraan.”
Jabatan menteri (wazir) sah dijabat oleh orang yang diserahi tugas i
dalam redaksionalnya kepala negara telah menyatakan antara k

wewenang yang diberikan kepadanya, yaitu dengan perkataan; “/

3 Ibid., him. 23.

3 Ibid.
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menjadikanmu sebagai menteriku,” karena wewenang wazir adalah umum dan
pemberian tugas kepadanya untuk menjadi pembantunya dalam menjalankan
tugas kenegaraan, yaitu dalam perkataannya, “dan aku menjadikanmu sebagai
pembantuku dalam menjalankan tugas kenegaraan.” Dengan redaksional seperti
itu jabatan wazir yang ia terima berubah dari wazir tanfiz menjadi wazir tafwid >

Kepala negara dalam mengangkat wazir juga harus menyebutkan tugasnya
sebagai peneguh kekuatannya dan sebagai sekutn yang membantu urusan dan
tugasnya, selain menyebutkan langsung jabatan wazir tercebut. Hal ini karcna
kata wizarah “kementerian” berbeda-beda akar katanya, yaitu al-wizr berarti
berat, al-wazar berarti tempat berlindung dan a/-azar berarti punggung.

Wazir tafwid dan wazir tanfiz keduanya memiliki syarat yang jauh berbeda
dalam memperoleh jabatan itu. Wazir tafwid mempunyai hak memerintah -dan
mengendalikan urusan dan kekayaan negara, maka syarat-syaratnya lengkap dan
luas, adapun wazir tanfiz, hukumnya lebih lemah dan syarat-syaratnya lebih
kurang, sebab tugasnya hanya menyampaikan sesuatu kepada kepala negara dan
rakyatnya.j(' Orang vang diangkat dengan aqad tqfwid, sebarisan dengan kepal

negara yang masing-masingnya menunaikan hak rakyatnya dan semua merek

35 Ibid., him. 24.

* Diya’ud-din ar-Rais, un-Nazarrivyat., him. 211-212.
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adalah penguasa. Perbedaan keduanya menurut Diya’ud-din ar-Rais adalah
tentang macam kedudukan saja.>’

Al-Mawardi membedakan antara jabatan wazir tafwid dengan kepala
negara yaitu bahwa wazir tafwid berkewajiban memberikan laporan kepada
kepala negara tentang kebijakan yang telah dibuafnya dan tindakan yang telah
dilaksanakannya dan kepala negara berwenang memeriksanya serta memberikan
penilaian juga memutuskan boleh atau tidak, henar atau salah kebijakan dan
perbuatan wazir tersebut, karena wewenang itu sebenarnya wcwcenang kcpala
negara yang diserahkan ijtihadnya kepada wazir.>® Perbedaan yang lain tampak
dalam kewenangan keduanya, yaitu: Kepala negara berhak memberikan mandat
kepada siapapun yang dinilai pantas, sedangkan wazir tidak memiliki wewenang
itu. Kepala negara dapat mencukupi kebutuhan umat terhadap institusi pimpinan
pemerintahan, sedangkan wazir tidak. Kepala negara dapat memberhentikan
pejabat yang diangkat oleh wazir, sedangkan wazir tidak dapat memberhentikan

pejabat yang diangkat oleh kepala negara.”

7 1bid.
38 Ibid., him. 225.

¥ Al-Mawardi, al-Akkam., hlm. 25.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan
(library research). Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu
penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas
bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal
yang relevan dengan kajian,*® atau penelitian yang menggunakan buku-buku
sebagai sumber datanya.*!

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penyusun
berusaha menunjukkan dan menjabarkan pendapat al-Mawardi tentang
kementerian dalam sistem pemerintahan serta dasar pijak pemikirannya.*
Penelitian ini juga bersifat analitif, yaitu: peneliti berusaha melakukan
penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab atau duduk

perkm’nnyn).'13

% Anton Balor don Ahmnd Charrie Zubair, Meiwdologl Poneliiun Fil
Kanisius, 1990,) him. 63.

* Qutrisno Hadi, Mefodelogi Research (Yogyakarta: Andi Offact, 1990), hi:

“2 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan
Tarsito, 19982,) him. 140.

3 Nanda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulia,
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2. Metode Pengumpulan Data.

Karena kajian ini adalah kepustakaan, maka sumber datanya adalah
karya-karya tokoh yang diteliti yang berkaitan dengan pokok masalah. Buku-
buku yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian menjadi acuan pokok
(primary sources), seperti : al-Ahkam as-Sultaniyyah™ dan Qawanin al-
Wuzarah wa Siyasat al-Mulk.”®

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan detail, makn
huku-buku karangan lainnya yang juga berkaitan, menjadi rujukan tambahan
(secondary reverences) seperti: buku Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah
dan pemz’kz’ran,46 Sistem Politik dalam Pemerintahan lslam,47 Berapa
Pandangan Tentang Pemerintahan Islam,”® Pemerintahan Islam,” Revolusi

50

Negara Islam,”” An-Nazarriyyat as-Siyasah al-Islamiyyah,>*  Sistem

“ Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wildyah ad-Diniyyah (Beirut: al-Maktab,
1416 H).

“ Al-Mawardi, Qawanin al-Wuzarah wa Siyasat al-Mulki (Beirut: Dar at-Tali’ah 1i at-
Taba’ah wa an-Nasr, 1979).

S Munawir Sjadiali, Islum dun Tuiu Negara Afaran,
Press, 1993).

47 Muhammad S.EL-WA, Sistam Politik dalam Pemerint
Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).

*® Editor Salim Azzam, Beberapa Pandangan tantang P
1990).

 Muhammad Husein Heikal, Pemerintahan Islam, ali
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

% Asgar Ali Engincer, Revolusi Negura Islum, alih bahas
Pustaka Pclajar, 2000).
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Pemerintahan dalam Perspektif Islam,* Politik dan Negara dalam Islam,>
Negara dan Pemerintahan dalam Islam,>* Agama dan Negara dalam
Perspektif Islam.>® Dan buku-buku lain atau artikel-artikel yang berkaitan
dengan pembahasan dalam skripsi ini.
3. Pendekatan

Secara metodologis, pendekatan penelitian ini menggunakan
pendekatan sosio-historis yaitn pendekatan yang digunakan untuk mengetahui
latar helakang sosio-kultural dan sosio-politik scorang tokoh, karcna
pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya.*
Metode ini dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap suatu kepercayaan,
agama atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang
mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan

dan lingkungan di mana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul.”’

! Dliya’ud-din ar-Rais, an-Nazarriyyat as-Siyasiyyah al-Islamiyyah, alih bahasa oleh TM
Hasbi ash-Shiddieqy (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991).

2 Muhammad nl-Mubarak, Sistem Pemrintubn dulum Porspelaif Islam, alih bahasa oleh
Firman Harianto, cct Ie-I (Golo: CV. Tustaha Mauliy, 1993).

3 M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam (Surabaya: al-Ikhlas, 1990).

 Ahmad Adzhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam (Yogyakarta: UIl Press,
2000).

* Muhammad Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam (Jakarta: Media Dakwah,
2001)

% Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalisasi
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).

37 Lihat Mukti Ali, “Penclitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan Sistem),” al-Jami’ah,
No. 31, TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 1984), him. 23-26.
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Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik,’® yang
nantinya diharapkan dapat memberikan makna atau penafsiran dan
interprestasi®® terhadap fakta-fakta sosio-historis yang berkaitan dengan
peristiwa-peristiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya.*’

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehinggn dapat ditcmukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kcrja scperti yang disarankan oleh

data.®!

%% Pengertian hermeneutik menurut Ricoeur adalah “suatu teori pengoperasian pemahaman
dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap suatu teks.” Menurut-nya salah satu sasaran yang
hendak dituju oleh berbagai macam hermeneutika adalah suatu “perjuangan melawan distansi
kultural,” yaitn penatyiran lacus wenganbil juuk ugur o dapat mengambil dilerpretasi dengan batk,
Lihat Kaclan, Filsafed Buhuse Musaluh  dan  Perkembangannya, cet ke-l (Yogyakarta:
Paradigma,1998), hlm. 234-235.

% Interpretasi artinya penafsiran yang tidak bersifat subyektif (menurut selera orang yang
menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif
pula. Dongan inatrumicn ity hemntwdian Jiurafkun pundangah tokoh, kemudian dicari substansi
pemikirannya. Lihat dalam Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996), him. 42-43.

% K omaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneneutik (Jakarta:
Paramadina, 1996), hlm. 12-15.

8! Loxy Molcong, Metodolugi Penelitiun Kuallrarif (Bandung: P Remaja Rosda Karya,
2002), him. 103.
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Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya penyusun melakukan
analisis data® dengan metode kualitatif, dengan menggunakan instrumen

analisis deduktif dan interpretetif.®*

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan dirumuskan dalam lima bab, bab pertama
memuat pendahuluan yang mana di dalamnya memaparkan latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunanaan penelitian, telanh pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian bab
kedua mengeksplorasikan tentang sistem pemerintahan Islam masa Nabi dan
Khulafa’ ar-Rasyidiin serta periode sahabat, pengertian wizarah, wizarah dalam
al-Qur’an, sejarah wizdrah dalam Islam, dan teori kementerian dewasa ini (Barat).
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem
pemerintahan Islam dan teori wizarah (kementerian). Sedangkan bab ketiga akan
menyuguhkan sketsa biografi, kondisi sosial dan politik, latar belakang keluarga,
pendidikan dun pengalaman al-Mawardi dalam pemerintahan, serta pemikirannya

tentang wizarah (kementerian).

82 Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan
mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian
yvang satu dengan pengertian yang lainnyn untuk sckedar mempeoleh keiclusan mengenal halnya.
Baca Sudarto, Metode Penelitian., hlm. 47-59,

% Analisis dedukiif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal
yang bersifat khusus. Sedangkan inierpietatif artinya menafSirkan, membuat tatsiran, tetapi yang tidak
bersifal subyektif, melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kcbenaran yang
obyektif pula.






BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemahaman secara mendalam dan sungguh-sungguh
terhadap pemikiran Imam al-Mawardi tentang kementerian dan keterkaitannya
dengan sistem pemerintahan Islam maupun sistem pemerintahan non Islam, dapatlah
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Al-Mawardi dalam menggagas konsep kementerian, dilatarbelakangi oleh
kepentingannya sebagai pegawai pemerintahan yang terusik dengan gejolak
politik saat 1tu, kondist yang menekannya Ingiln dapat mambaniu
mempertahankan khilafah tetap di tangan khalifah Arab. Pemikiran al-Mawardi
tentang konsep kementeriannya pun didasarkan pada praktik kementerian sebatas
yang sudah ada saja saat itu, tanpa merumuskan konsep yang baru dan baku atau
tertentu.

2. Al-Mawardi tidak memberikan rumusan jelas tentang tugas dan wewenang, an
tugas dan wewenang wazir dengan kepala negara, sehingga dapat terjadi over
dalam hal tugas dan wewenang keduanya.

Sedangkan mekanisme pertanggungjawaban wazir kepada kepala neg
hanya melalui laporan yang harus dibuat oleh wazir tentang tugas dan perbue

yang telah ia lakukan, atau secara langsung membatalkan kebijakan yang dian
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wazir apabila terjadi persinggungan antara wazir dengan kepala negara, tanpa
rumusan tentang mekanisme pertanggungjawabannya.

3. Sistem pemerintahan atau sistem kementerian yang digagas Imam al-Mawardi
relevan dengan perkembangan pemikiran sistem pemerintahan di abad sekarang
ini; yaitu bahwa sistem pemerintahan yang ternyata selalu mengalami perubahan
dan perkembangan dalam bentuk sistem parlementer dan sistem presidensiil,
pemikiran al-Mawardi sejalan mengalir dalam perwujudan keduanya.

Relevan juga dengan sistem kementerian Indonesia, yaitu bahwa fungsi,
tugas, kewenangan, pengangkatan dan pcrtanggungjawaban menteri dalam
pemikiran al-Mawardi, memiliki kesamaan dengan fungsi, tugas, kewenangan,
pengangkalan dan perlanggungjawabau weutenn di Indonesia (menter] scbagal
pembantu presiden, diangkat oleh kepala negara dan bertanggung jawab kepada

kepala negara).

B. Saran-saran

Apa yang sudah ada dari sistem pemerintahan Islam sebenarnya sangat
membutuhkan perhatian dari generasi Muslim saat ini, terutama sangat perlu adanya
perumusan yang jelas dan sistematis sebagai rujukan, ini lho sistem pemerintahan
Islam. Dan apa yang telah dicapai oleh pemikir-pemikir ketatanegaraan Islam
terdahulu harus kembali dilakukan pengkajian lebih intensif, konsisten dan koheren,
dalam upaya penyempurnaan, bahkan hingga dapat menghasilkan sebuah kodifikasi

sistem pemerintahan Islam tertentu. Terlebih lagi jika kita perhatikan, ternyata arah
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janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah,
tentulah keduanya itu akan rusak binasa.

Kecintaanmu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli
(terhadap kesalahan dan kekurangan sesuatu itu).

Suatu bangsa tidak akan mendapatkan keberuntungan jika mcrcka
menyerahkan urusan negara mereka kepada wanita.

Tcguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu
dalam urusanku,

i
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terbit tahun 1936, as-Siddiqg Abu Bakr tahun 1945, al-Faruk Umar bagian pertama tahun
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Nama Ibu : Wagiyem

Pekerjaan : Wirasuasta

Alamat : Banpres Rt III, Rw III, Muara Kelingi, Lubuk-Linggau, Sumatra Selatan

31664

2 Safar 1428 H

Yogyakarta:
19 Februar; 2007 M
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